BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI
NON KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN


A.  Dasar Pembentukan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2019 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi dinas pendidikan Kabupaten Tapin Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menyelenggarakan fungsi yaitu:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,
2. Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,
3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,
4. Pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dan perizinan Pendidikan
5. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah.
6. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dan administrasi terhadap UPT.
7. Pengelolaan kesekretariatan, dan.
8. Pelaksaanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
1.  	Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, asset dan administrasi kepegawaian serta mengelola pelaksanaan tugas pembantuan.  Sekretariat terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,
		Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
b. Sub Bagian Keuangan,
	Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan,
	Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, aset, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian serta menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan.
2.   Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
	Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
	Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri atas
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian,
	Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise kurikulum dan penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Non formal
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peserta didik dan pembangunan karakter pada PAUD dan Pendidikan Non formal.
3. 	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian,
	Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise kurikulum dan penilaian pada sekolah dasar.
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar.
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan dan Memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peserta didik dan pembangunan karakter pada sekolah dasar.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah pertama mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian,
		Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise penyelenggaraan kurikulum dan penilaian pada sekolah menengah pertama.
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,
	Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter,
	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan dan
		memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peserta didik dan pembangunan karakter pada sekolah menengah pertama.
5. Bidang Ketenagaan
	Bidang Ketenagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal.
	Bidang Ketenagaan terdiri atas:
a. Seksi Pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal,
	Seksi Pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal.
b.	Seksi Pendidik tenaga kependidikan sekolah dasar,
	Seksi Pendidik tenaga kependidikan sekolah dasar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidik tenaga kependidikan sekolah dasar
c.	Seksi Pendidik tenaga kependidikan sekolah menengah pertama,
	Seksi Pendidik tenaga kependidikan sekolah menengah pertama mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pendidik tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.  
B. Alamat Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin beralamat di Jalan Tarantang, Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berada pada koordinat antara 2*56’05.8” Lintang Selatan dan 115*10’50.4” Bujur Timur 



C. Gambaran Umum Demografis
Berdasarkan data SIM Gaji , jumlah Pegawai Dinas Pendidikan adalah sejumlah 2.173 orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Tahun 2025
	No.
	Nama Desa
	Jumlah Penduduk
(orang)

	1
	PNS
	1.340

	2
	PPPK
	533

	3
	PPPK Paruh Waktu
	300

	JUMLAH
	2.173



D. Visi dan Misi Dinas Pendidikan
Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin 2025-2029. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, 2025 sampai dengan tahun 2029. Dinas Pendidikan sebagai salah satu dari perangkat daerah yang menjadi salah satu yang ikut mendukung pencapaian visi pemerintah daerah yaitu:
“TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”. 
Sedangkan misi yang didukung adalah “MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Cerdas Dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani Dan Rohani, Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta Mampu Menguasai Teknologi Dan Informasi” dengan strategi pembangunan yaitu “Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT”
[bookmark: _Hlk134994313]Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah “Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat” dengan Indikator Indeks Pendidikan. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:
0. Meningkatnya akses warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan.
0. Meningkatnya Mutu Pendidikan.
0. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan.
0. Meningkatnya Profesionalisme ASN Dinas Pendidikan.
Memasuki masa pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, berbagai kebijakan pembangunan pendidikan terus dilakukan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada kepentingan lokal daerah. Berbagai kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk mengatasi perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Dalam pendidikan diakui bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi ukuran tingkat kemampuan berfikir seseorang, bahkan tingkat kemajuan suatu daerah dan negara sangat erat kaitannya dengan masalah mutu pendidikan yang diselenggarakan. Sejalan dengan hal itu maka untuk terus memacu peningkatan mutu pendidikan diperlukan tujuan dan sasaran dalam pembangunan pendidikan di daerah Kabupaten Tapin.

E. Capaian Kinerja SKPD (Indikator Kinerja Kunci /IKK Outcome)

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

	No
	
Urusan Pemerintahan Daerah
	Indikator
Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
	Capaian
Kinerja
(%)
	Sumber Data
	Keterangan

	
	URUSAN PENDIDIKAN
	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
	73,65
	Dapodik, Emis, Data Dukcapil
	

	
	
	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
	93,05
	Dapodik, Emis, Data Dukcapil
	

	
	
	Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang  berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	12,26
	Dapodik, Emis, Data Dukcapil
	

	
	
	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik
	43,33
	Dapodik
	

	
	
	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik
	33,84
	Dapodik
	



1. Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 5 – 6 Tahun Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun adalah proporsi jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah (di jenjang manapun, umumnya PAUD/TK) terhadap total jumlah penduduk usia 5-6 tahun di suatu wilayah. 
Angka Partisipasi Pendidikan adalah suatu angka yang menggambarkan jumlah atau persentase anak didik yang mengikuti pendidikan pada semua jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi. Angka Partisipasi Murni yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa. Angka partisipasi murni (APM) merupakan persentase partisipasi bersekolah masyarakat usia yang berkaitan pada jenjang pendidikan tertentu. 
APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan, tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan ketrampilan pada anak. Dan  Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, emosi, dan spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku agama), bahasa, dan komunikasi, serta Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Seperti dijelaskan diatas Bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun. Demikian halnya dikabupaten Tapin Capaian perkembangan tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada  tabel berikut:


Tabel  4.3
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan
	
Indikator Kinerja
	
Target

	
Realisasi
2025
	
Capaian

	1
	2
	3
	4

	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
	100%
	73,65
	[bookmark: _Hlk156805981]73,65%

	Capaian Kinerja
	73,65%



Apabila dilihat dari tabel di atas, capaian kinerja partispasi warga Negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan anak usia didik (PAUD) sebesar 73,65% dengan realisasi hanya 73,65% dari target 100%. Pencapaian realisasi APS PAUD ini didapat dari formulasi Jumlah siswa dijenjang pendidikan tertentu yang berusia 5-6 tahun di Kabupaten Tapin sebanyak 4914 orang dibagi jumlah penduduk kelompok usia sesuai jenjangnya (5-6 tahun) Kabupaten Tapin   sebanyak 6672 orang dikali 100 % diperoleh nilai realisasi indikator Tahun 2025 sebesar 73,65%.
Walaupun upaya dalam peningkatan APS dan mutu layanan PAUD telah banyak dilakukan namun masih ditemukan sejumlah hambatan dan kendala yang terjadi. Kecilnya anggaran yang tersedia merupakan salah satu hambatan yang terjadi yang menyebabkan keberlanjutan kegiatan menjadi lambat. Berikut perkembangan tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebagai berikut:
a) Belum seimbangnya jumlah anak usia dini dengan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini.
b) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas lembaga, siswa, guru sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan anak usia dini. 
Strategi/Upaya pemecahan :
1) Meningkatkan layanan Pendidikan Anak usia Dini melalui program satu desa satu PAUD.
2) Penyediaan Subsidi untuk peningkatan satuan pendidikan PAUD.

b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
APS (Angka Partisipasi Sekolah) usia 7-15 tahun adalah Persentase murid usia sekolah (7-15 tahun) yang bersekolah di berbagai jenjang pendidikan (SD, SMP, dll.) dibandingkan total penduduk usia 7-15 tahun. Kemudian  Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Kunci Bidang Pendidikan Tentang Angka Partisipasi sebagai berikut:
Tabel 4.4
Tabel Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 
	[bookmark: _Hlk156378290]
Indikator Kinerja Kunci
	
Target

	
Realisasi
2025

	
Capaian

	1
	2
	3
	4

	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
	100%
	93,05%
	[bookmark: _Hlk156806007]93,05%

	Capaian Kinerja
	93,05%



Dari tabel tersebut diatas Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar tahun 2025  dengan target 100% dan terealisasi 93,05% dengan capaian kinerja 93,05%.  Upaya terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menaikan angka partisipasi sekolah (APS) didasarkan pada penambahan ruang kelas, penambahan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan melakukan pembangunan Sekolah baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat sekolah dan ruang kelas, pembenahan manajemen sekolah dengan sistem MBS (manajemen berbasis sekolah) serta menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh sekolah tingkat dasar (SD/SMP).
Setiap peserta didik mendapat fasilitas sesuai dengan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan BSNP . Proses penerimaan siswa baru juga dirombak dengan melakukan system online sehingga kualitas peserta didik baru dapat dipertahankan dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapin.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menaikan angka partisipasi sekolah didasarkan pada penambahan ruang kelas, penambahan sarana prasarana pendukungnya untuk setiap jenjang pendidikan selain itu juga melakukan perbaikan segala sarana dan prasarana yang ada sehingga setiap ada penerimaan siswa baru dapat tertampung dengan maksimal dan melakukan pembangunan Sekolah baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi sedang/berat sekolah dan ruang kelas, pembenahan manajemen sekolah dengan sistem MBS (manajemen berbasis sekolah) serta menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada seluruh sekolah tingkat dasar (SD/SMP).
Setiap peserta didik mendapat fasilitas sesuai dengan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan BSNP . Proses penerimaan siswa baru juga dirombak dengan melakukan SPMB sehingga kualitas peserta didik baru dapat dipertahankan dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Tapin. 
c. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
Berdasarkan Bab Kelima UU No.20/2003 pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), Demikian hal di kabupaten Tapin capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yaitu pada table berikut:

Tabel 4.5
Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	
Indikator Kinerja Kunci
	
Target

	
Realisasi
2025
	
Capaian

	1
	2
	3
	4

	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	100%
	12,26%
	12,26%

	Capaian Kinerja
	12,26%



Dari tabel tersebut diatas bahwa tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan memperoleh capaian yang masih rendah dari apa yang di target kan, dimana target 100% sedangkan realisasi di tahun 2025 ini hanya mencapai 12,26 %, sehingga Capaian kinerja yang didapatkan di tahun 2025 ini adalah 12,26 %. Angka ini diperoleh dari warga belajar Pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun yang berpartisipasi pada satuan Pendidikan kesetaraan di Kabupaten Tapin sebanyak 5.064 warga belajar di PKBM dan warga belajar Pondok Pesantren yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan (PKPS) dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang ada di Kabupaten Tapin sebanyak 41.298 orang. 
d. Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik.
Toilet sekolah yang baik harus bersih, aman, dan nyaman, dengan fasilitas standar seperti pemisahan laki-laki/perempuan, air bersih mengalir, ventilasi dan pencahayaan memadai, kloset bersih, sabun, tempat sampah tertutup, serta lantai kering tanpa genangan, didukung edukasi kebersihan dan jadwal pemeliharaan rutin dari seluruh warga sekolah untuk mencegah penyakit dan menunjang lingkungan belajar yang sehat
Definisi WC sekolah dalam kondisi baik mencakup kebersihan, fungsi, keamanan, dan ketersediaan fasilitas pendukung, dengan ciri utama seperti pemisahan toilet pria dan wanita, ketersediaan air bersih yang cukup dan layak, kloset bersih, ventilasi memadai, serta sabun dan alat kebersihan yang tersedia, bebas dari serangga dan tikus, dan berfungsi untuk mencegah penyebaran penyakit serta mendukung kenyamanan belajar siswa.
Dari penjabaran di atas tentang gambaran umum toilet sekolah untuk persentase toilet sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam kondisi baik di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6
Persentase toilet sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam kondisi baik
	
Indikator Kinerja Kunci
	
Realisasi
2025

	
Keterangan

	1
	2
	3

	
Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik

	43,33
	Sumber data Dapodik


 
Berdasarkan tabel ini menunjukkan persentase toilet sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam kondisi baik di kabupaten Tapin hanya 43,33% dari seluruh toilet sekolah, artinya ada 56,67 % toilet dalam kondisi rusak sedang atupun rusak ringan dan juga rusak parah, hal demikian perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan di Kabupaten Tapin dalam rangka meningkatkan utilitas sarana prasarana Pendidikan seperti toilet.

e. Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik.
Pendidikan merupakan suatu sistem yang diciptakan bagi siswa untuk dapat menempuh beberapa tingkatan pada jenjang sekolah kependidikan. Terdapat proses dalam pembelajaran yang diterima oleh siswa, agar dapat mencapai tujuan belajar seperti memiliki pengetahuan dan wawasan. Proses pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan baik karena adanya sarana dan prasarana sekolah, sehingga penting bagi sekolah untuk adanya pengadaan dan perawatan kondisi ruang kelas. Pendidikan, sarana dan prasarana, serta sekolah merupakan aspek yang saling berkaitan. Sekolah sebagai tempat para peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya agar tercapai tujuan dari pendidikan sebagai pembentuk karakter seseorang, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang sinkron dengan kebutuhan perserta didik dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan melalui sekolah tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Untuk mewujudkan pengelolaan kelas di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat akan mendukung meningkatnya intensitas pembelajaran siswa dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Pengelolaan kelas di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tidak hanya pengaturan belajar, fasilitas fisik dan rutinitas, tetapi menyiapkan kondisi kelas dan lingkungan sekolah agar tercipta kenyamanan dan suasana belajar yang efektif. Oleh karena itu, sekolah dan kelas perlu dikelola secara baik dan menciptakan iklim belajar yang menunjang.
Demikian halnya dengan kondisi ruang kelas pada sekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 4.7
Persentase kondisi ruang kelas pada sekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
	
Indikator Kinerja Kunci
	
Realisasi
2025

	
Keterangan

	1
	2
	3

	
Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik

	33,84
	Sumber data Dapodik



Dari tabel diatas berdasarkan data Dapodik Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah , pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat lebih dari 60 persen ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan yang kondisinya rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat. Dan dimana ruang kelas dalam kondisi baik hanya 33,84%, hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Tapin dalam hal perencanaan Pembangunan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan.	

b. Data Umum Dinas Pendidikan
Jumlah pegawai Dinas Pendidikan sebanyak 30 orang, 22 orang diantaranya adalah pejabat struktural dan 8 orang lainnya adalah staf/fungsional umum. Sedangkan menurut kepangkatan dan golongan tertinggi adalah Pembina Tk. I (IV/b) dan yang terendah adalah Pengatur Muda (II/a). Bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, maka pendidikan tertinggi PNS Dinas Pendidikan adalah S2 dan terendah adalah SLTA sederajat.
Tabel 4.8
Pegawai Dinas Pendidikan

	
No
	
NAMA
	
NIP
	Kualifikasi Pendidikan
	
Pangkat
	
Jabatan
	
Ket

	1
	AKHMAD, S.Sos.,M.AP

	198106202010011029
	S1
	Pembina (IV/a)
	Plt. Kepala Dinas
	Struktural

	2
	KHAERUDIN, SKM., M.Kes., MM
	19700602 199703 1 009
	S2
	Pembina Tk.I (IV/b)
	Sekretaris
	Struktural

	3
	MUHAMMAD RAFI’I, S.Sos
	19730815 199503 1 002
	S1
	Pembina (IV/a)
	Kabid Bina SD
	Struktural

	4
	MUHAMMAD ANSHARY, S.Sos
	19731020 200604 1 016
	S1
	Pembina (IV/a)
	Kabid Bina PAUD dan PNF
	Struktural

	5
	IRPAN SIDQI, S.Sos., MM
	19730703 200701 1 022
	S1
	Pembina (IV/a)
	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
	Struktural

	6
	Hj. NISRINA RIKA SARI, S.Sos
	19800908 201001 2 015
	S1
	Penata Tk. I (III/d)
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Bina PAUDNI
	Struktural

	7
	NURMILA APRIYANA, SE
	19800429 201001 2 011
	
S1
	Penata Tk. I (III/d)
	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan
	
Struktural

	8
	HAIRANI, S.Pd
	19810610 200904 1 002
	
S1
	Penata (III/c)
	Kasi Sarana dan Prsasarana SMP
	
Struktural

	9
	MUHAMMAD AS’AD, S.Pd
	19820306 200904 1 002
	
S1
	
Penata (III/c)
	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
	Struktural

	10
	RESTUNI, S.Kom
	19811008 201001 1 019
	
S1
	
Penata (III/c)
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bina SD
	Struktural

	11
	LISA YULIANTI, S.Kom
	19770709 201001 2 011
	

S1
	Penata (III/c)
	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bina SD
	Struktural

	12
	ST. PATIMAH, S.Pd
	19840510 201101 2 010
	S1
	Penata (III/c)
	Kasi PTK SD, Bidang Ketenagaan
	Struktural

	13
	ASTRY ANGGIADY RISA, S.Pd
	19860113 201101 2 011
	S1
	Penata (III/c)
	Kasi PTK PAUD dan PNF, Bidang Ketenagaan
	Struktural

	14
	NURUL FAHMI, S.Pd.I
	19781215 200710 1 002
	S1
	Penata Tk.I (III/d)
	Staf Bina PAUD dan PNF
	Struktural

	15
	NORMAHMUDAH, S.Pd.SD
	19871105 201402 2 005
	S1
	Penata Muda Tk.I (III/b)
	Analis Peserta Didik Bina SMP
	Struktural

	16
	EKA ARHAMNA SYA’BANI, S.Pd
	19850501 201406 2 008
	S1
	Penata Muda Tk.I (III/b)
	Bendahara
	Struktural

	17
	RIZA FAISAL RAHMAN, SE
	19930918 202012 1 007
	S1
	Penata Muda (III/a)
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Struktural

	18
	H. MEI ABIDIN, A.Md
	19750205 201001 1 007
	S1
	Penata Muda (III/a)
	Penata Keuangan
	Struktural

	19
	KHAIRUNNISA, A.Ma
	19920617 201503 2 003
	S1
	Penata Muda (III/a)
	Analis Kinerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
	Struktural

	20
	AKHMAD KHAIRUDIN, A.Ma
	19770822 201406 1 003
	
D2
	Pengatur Tk. I (II/d)
	Penyusunan Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan
	Struktural

	21
	GUSTANIAH
	19731114 201406 2 002
	SMA


	Pengatur (II/c)
	Pengadministrasi Umum Subbagian Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan 
	Struktural

	22
	MUHAMMAD FAUZI
	19850701 201406 1 002
	
SMA
	Pengatur Muda (II/a)
	Pengadministrasi Umum Subbagian Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan 
	Struktural

	23
	HERLENA BERTY KARTINI, SH
	19740113 200701 2 009
	S1
	Penata Tk.I (III/d)
	JF. Pengembang Penilaian Pendidikan/ JF Analis Kebijakan
	Fungsional Umum
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	No
	NAMA
	NIP
	Kualifikasi Pendidikan
	Pangkat
	Jabatan
	Ket

	24
	AYU EKY KUNTARI, S.AP
	199309272025042003
	S1
	Penata Muda (III/a)
	Analis Sumber daya manusia Aparatur Ahli Pertama
	

	25
	CHINDY WULANDARI, A.Md.Kom
	200105302025042010
	D3
	Pengatur (II/c)
	Pranata Komputer Terampil

	JF

	26
	REVINA NANDA OCTAVIA, A.Md.Ak
	200310152025042002
	D3
	Pengatur (II/c)
	Penata Laksana Barang Terampil

	

	27
	TUTIK KRISTIANI, S.AP., M.Pd
	19740712 200012 2 007
	S2
	Penata Tk.I (III/d)
	JF. Pengembang Penilaian Pendidikan/ JF Analis Kebijakan
	Fungsional Umum

	28
	WULAN PUSPA LESTARI, SE
	19900690 202421 2 010
	S1
	Penata Muda (III/a)
	JF. Analis Kebijakan Bina PAUD dan PNF
	Fungsional Umum

	29
	RIZMAN FAISAL, S.Kom
	19960221 202421 1 005
	S1
	Penata Muda (III/a)
	Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Ketenagaan
	Fungsional Umum






Adapun struktur organisasi SKPD Dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:
BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025KEPALA DINAS

AKHMAD, S.Sos.,M.AP
KABID KETENAGAAN
----------------------------
KABID PAUD DAN PNF
MUHAMMAD ANSHARY, S.Sos
Kasi Sarana dan Prasarana SMP
HAIRANI, S.Pd
Kasi PTK SD
ST. PATIMAH, S.Pd
Kasi PTK PAUD
ASTRY ANGGIADY RISA, S.Pd
 
Kasi Kur. Dan Penilaian Bina SMP
-------------
Kasi Kur. Dan Penilaian Bina SD
LISA YULIANTI, S.Kom

Kasi Sarana dan Prasarana Bina SD
RESTUNI, S.Kom
Kasi Kur. Dan Penilaian PAUD dan PNF
MUHAMMAD AS’AD, S.Pd
Kasi Sarana dan Prasarana Bina PAUD
Hj. NISRINA RIKA SARI, S.Sos
KABID BINA SMP
--------------------------
KABID BINA SD
MUHAMMAD RAFI’I, S.Sos
SEKRETARIS
KHAERUDIN, SKM., M.Kes.,MM
KASUBBAG KEUANGAN
----------------
KASUBBAG PERENCANAAN
 DAN PELAPORAN 
IRPAN SIDQI, S.Sos.,MM
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTUAN
NURMILA APRIYANA, S.E

BAB V 
PENUTUP
Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin sebesar Rp 290.070.127.652,00 atau 73,50% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp 394.663.900.857,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 244.191.683.823,04.
3.  Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 27.630.472.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 244.095.394.940,87.
Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Tapin.



Rantau, 07 Juli 2026
Kepala SKPD,



						     AKHMAD, S.Sos., M.AP
							NIP. 19810620 201001 1 029


